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ABSTRAK 

 

Skripsi ini berjudul: “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Disabilitas 

Korban Tindak Pidana Perkosaan”. Dalam penulisan skripsi ini membahas 

bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak disabilitas sebagai 

korban tindak pidana perkosaan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, serta analisis faktor penyebab anak penyandang disabilitas menjadi 

korban tindak pidana perkosaan khususnya di Kota Palembang.  

Penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif-empiris, yakni 

mengkaji bahan-bahan kepustakaan kemudian didukung dengan penambahan data 

atau unsur empiris yang di dapat dari penlitian lapangan di Unit PPA Satreskrim 

Polrestabes Kota Palembang. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 

perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan sosiologis (socio legal 

approach). Sifat penelitian ini deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini 

menyimpulkan bentuk perlindungan hukum yang diberikan dikategorikan dalam 

dua bentuk yakni perlndungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. 

Faktor penyebab anak disabilitas menjadi korban tindak pidana perkosaan dibagi 

dalam dua jenis yakni secara internal diri dan keluarga anak serta secara ekternal 

seperti lingkungan. 

Kata Kunci : Anak Disabilitas, Tindak Pidana Perkosaan, Perlindungan  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Hukum atau yang dalam bahasa latin disebut Rectum dapat diartikan 

sebagai tuntunan atau bimbingan, juga sebagai perintah atau pemerintahan. 

Hukum juga dapat diartikan sebagai keseluruhan dari norma atau aturan di 

mana dalam hal ini ialah berfungsi sebagai pengatur antara hubungan dari 

suatu individu dengan individu lain dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum 

ialah seperangkat aturan yang wajib dimiliki oleh setiap negara yang berdaulat 

guna mengatur serta mengarahkan setiap aspek kehidupan berbangsa dan 

bernegara. Eksistensi hukum dalam masyarakat adalah hal krusial sebagai 

pelindung kepentingan manusia dari semua gangguan dan kerugian baik fisik 

maupun moril yang dilakukan oleh pihak lain secara melanggar hukum.1 

Pemerintah negara dalam menjalankan kewenangannya dibebani 

kewajiban untuk menjunjung tinggi norma-norma hukum dengan sungguh-

sungguh sebagaimana konsep negara hukum yang dirumuskan pada Pasal 1 

Ayat 3 undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dengan 

adanya hukum maka cita-cita keadilan, kepastian  dan kemanfaatan dapat 

diwujudkan di mana hal tersebut  nantinya akan menciptakan keamanan,  

kenyamanan serta ketentraman bagi masyarakat.  

 
1 John Kenedi, Perlindungan saksi dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Dan 

Kejahatan dalam Sistem Peradilan di Indonesia), cetakan pertama, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 

2020, hlm 1 
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Kedudukan Pancasila sebagai cita hukum mengandung konsekuensi 

bahwa tatanan norma dan norma-norma hukum harus bersumber dari nilai-

nilai Pancasila, namun realitasnya seringkali jauh dari  ekspektasi, bahkan bisa 

jadi bertentangan dengan harapan tersebut. Sebagai contoh, dalam penegakan 

hukum, seringkali masyarakat tidak merasa aman bahkan tidak mendapatkan 

keadilan yang diharapkan, terutama dalam penanganan kasus-kasus kejahatan 

seksual seperti pemerkosaan, di mana korban seringkali disudutkan dan 

dianggap bertanggung jawab atas kejahatan yang telah terjadi kepada mereka.2   

Kemajuan teknologi dan pengetahuan berdampak pada transformasi 

sosial yang signifikan di masyarakat. Seiring dengan itu, kejahatan juga 

mengalami perkembangan yang tidak kalah signifikan. Dalam kehidupan 

sehari-hari, seringkali terjadi konflik antara individu dengan individu lainnya 

yang mengakibatkan gangguan terhadap hak atau kepentingan orang lain. 

Penyelesaian konflik semacam ini seringkali tidak dapat dicapai secara 

mandiri oleh para pihak yang terlibat, sehingga memerlukan intervensi dari 

lembaga khusus, seperti aparat penegak hukum, guna memberikan solusi yang 

adil dan tidak memihak. Penyelesaian tersebut harus didasarkan pada prinsip-

prinsip yang berlaku secara objektif.  

Kehadiran penegak hukum bertujuan untuk mencegah tindakan main 

hakim sendiri atau eigenrechting dan memberikan perlindungan kepada semua 

pihak, terutama kepada korban. Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah 

 
2 Erika Putri Wulandari & Hetty Krisnani, Kecenderungan Menyalahkan Korban (Victim-

Blaming) dalam Kekerasan Seksual terhadap Perempuan sebagai Dampak Kekeliruan Atribusi, 

Share: Social Work Journal Vol. 10 No. 2, 2020, hlm. 189, http://journal.unpad.ac.id/ share/article/ 

view/31408 diakses pada 18 November 2022 
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insiden kejahatan seksual, terutama kasus perkosaan yang sering terjadi di 

berbagai daerah dan dilakukan oleh pelaku dari latar belakang yang beragam. 

Korban kejahatan seksual tersebut bervariasi, mulai dari anak-anak, remaja, 

orang dewasa, hingga anak-anak disabilitas. Kekerasan seksual merupakan 

fenomena yang menimbulkan kekhawatiran mendalam dalam lingkup sosial, 

korban tidak terbatas pada individu dewasa saja, anak-anak di bawah umur 

juga rentan menjadi sasaran pelaku kejahatan seksual.3  

Regulasi tentang tindak pidana perkosaan diatur dalam Pasal 285-288 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di mana pelaku perkosaan diancam 

dengan hukuman berat. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa fokus negara 

tidak hanya terletak pada aspek penegakan hukum semata, tetapi juga pada 

perlindungan yang diberikan kepada korban. Proses persidangan seharusnya 

tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga untuk memperbaiki 

kondisi korban, menjaga dan melindungi mereka, serta mencegah terjadinya 

pengulangan tindakan melalui melalui upaya rehabilitasi yang dijalankan oleh 

lembaga peradilan.4 Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual 

menyebutkan salah satu bentuk tindak pidana kekerasan seksual yakni 

perkosaan. Perkosaan merupakan tindakan memaksa seorang wanita untuk 

 
3 Junaidi, Nashriana Nashriana, KN Sofyan, Pertanggungjawaban Tindak Pidana 

Kekerasan Seksual Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Oknum Guru Putusan Nomor 

305/Pid.Sus/2017/PN.SKY, Lex LATA Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol. 2 No. 2, 2020, hlm. 594,  

http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/825/383 diakses pada 9 Desember 2022 

 4 Andika Wijaya dan Wida Peaca Ananta, Darurat Kejahatan Seksual, Jakarta, Sinar 

Grafika, 2016, hlm 7 
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bersetubuh di luar perkawinan.5 Berikut data kasus kekerasan seksual yang 

terjadi terhadap anak sepanjang tahun 2021-2023. 

Tabel 1 

 

 

Sumber: Simfoni-PPA, Kementerian PPA RI 

Berdasarkan Sebaran Jumlah Kasus Kekerasan Seksual Terhadap 

Anak yang diinput oleh SIMFONI PPA,6 diketahui bahwa pada tahun 2021 

sebanyak 8733 kasus kekerasan seksual yang terjadi, kemudian terjadi 

peningkatan pada tahun 2022 sebanyak 9143 kasus kekerasan seksual, dan 

pada tahuin 2023 sebanyak 9368 kasus kekerasan seksual yang menimpa 

korban anak-anak baik laki-laki maupun perempuan. Peningkatan frekuensi 

dari tahun ke tahun menjadikan fenomena sebagai masalah hukum yang 

 
5 Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 285 
6 SIMFONI PPA atau Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak 

merupakan sistem aplikasi dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Republik Indonesia yang dibangun dalam rangka pendokumentasian data, monitoring dan evaluasi 

atas kasus kekerasan perempuan dan anak di Indonesia dengan merekap data pencatatan dan 

pelaporan kekerasan lintas kabupaten maupun lintas provinsi. 
 

7000

8000

9000

10000
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sangat penting untuk dianalisis, karena berdampak pada korban yang 

seringkali mengalami trauma secara psikologis dan fisik.  

Kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia sering kali dipandang 

sebagai fenomena yang hanya mengungkapkan sebagian kecil dari 

keseluruhan isu, dengan kemungkinan terdapat angka kasus yang jauh lebih 

tinggi namun tidak terlaporkan kepada lembaga perlindungan anak atau 

penegak hukum. Hal ini dapat disebabkan faktor-faktor penyebab seperti 

ancaman yang dialami oleh korban serta ketakutan akan stigma sosial dan 

penilaian negatif yang mungkin ditujukan kepada mereka oleh masyarakat.7 

Korban tindak pidana kekerasaan seksual memiliki hak-hak yang 

harus dipenuhi di setiap tahapan dalam proses peradilan pidana. Indonesia 

dalam produk undang-undangnya memberikan jaminan perlindungan bagi 

para korban tindak pidana permerkosaan termasuk kepada anak-anak dan para 

penyandang disabilitas. 

Pemerintah Indonesia sebagai salah satu negara yang ikut meratifikasi 

konvensi internasional mengenai hak-hak penyandang lewat Undang-undang 

(UU) No. 19 Tahun 2011 wajib mengambil kebijakan yang sesuai untuk 

mencegah semua bentuk eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan terhadap 

penyandang disabilitas. 

Penyandang Disabilitas dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 8 

Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, adalah setiap orang yang 

mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam 

 
7 Erika Putri Wulandari, Loc Cit 
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jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat 

mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan 

efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Kemudian 

selanjutnya pada undang-undang yang sama, tepatnya Pasal 4 menyebutkan 

ragam penyandang disabilitas yang diantaranya meliputi penyandang 

disabilitas fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik. 

Bahaya tindak pidana kekerasan seksual mengintai dan dapat terjadi di 

mana saja. Kendati telah melalui proses hukum, tidak jarang pelaku kejahatan 

mengulangi perbuatan, hal demikian terjadi akibat penjatuhan hukuman 

seperti putusan yang cukup ringan.8 Seringkali dalam penyelesaian kasus 

ternyata mendapat kesulitan seperti dalam hal pembuktian. Salah satu 

contohnya adalah ketika tindak pidana perkosaan terjadi di lokasi yang sepi 

atau tidak disaksikan oleh pihak lain.  

Ketakutan akan reaksi dari keluarga dan lingkungan sosial juga 

menjadi faktor yang signifikan bagi korban, terutama karena ketimpangan 

kekuasaan antara pelaku dan korban. Kekhawatiran akan kemungkinan 

dendam dari pelaku setelah mereka bebas menyebabkan para korban menutupi 

penderitaan mereka sendiri alih-alih mencoba untuk mengadukannya. 

Korban seringkali merasa khawatir bahwa melaporkan kejadian 

tersebut tidak akan mengatasi masalah, namun justru akan menimbulkan 

beban tambahan yang lebih berat. Keberatan juga muncul ketika korban 

diminta untuk memberikan keterangan atau menceritakan ulang mengenai 

 
8 Nanda Nurul Faida, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di 

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Jakarta, Fakultas Syariah dan 

Hukum Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020, hlm 37-38 
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pengalaman traumatis yang dialaminya. Ada kekhawatiran bahwa pihak 

berwenang mungkin tidak mengambil tindakan yang sungguh-sungguh dalam 

menangani kasusnya.9 Situasinya semakin rumit jika dilihat dari sudut 

pandang budaya masyarakat Indonesia, di mana isu-isu yang berkaitan dengan 

kesusilaan seringkali dianggap tabu untuk dibicarakan secara terbuka, 

terutama dalam konteks kejahatan seksual, seperti perkosaan. 

Sikap masyarakat seperti ini yang seringkali menyebabkan korban 

kejahatan seksual enggan melaporkan insiden tersebut kepada aparat penegak 

hukum atau bahkan untuk memberikan kesaksian di pengadilan. Beberapa 

korban bahkan menahan diri dari melaporkan kejadian tersebut kepada 

keluarga atau pihak berwenang karena takut akan ancaman, baik dari pelaku 

kejahatan maupun dari pihak lain. 

Permasalahan yang timbul dari tindak pidana perkosaan akan semakin 

kompleks apabila korbannya adalah anak-anak, terutama jika mereka masuk 

dalam kategori anak dengan disabilitas. Anak-anak penyandang disabilitas 

sering menjadi sasaran yang dianggap cukup mudah bagi para pelaku karena 

kekurangan yang dimiliki mereka, pelaku akan lebih mudah untuk 

mengontrol, membujuk rayu bahkan mengancam para korban agar menuruti 

kehendak pelaku dan tidak melaporkannya kepada siapapun, belum lagi bila 

korban adalah penyandang disabilitas yang berkaitan dengan kesulitan 

berbicara dan atau kesulitan mengungkapkan emosi. Anak-anak penyandang 

disabilitas seringkali juga disalahkan dan dianggap aib bagi keluarga ataupun 

 
9 Ahmad Deda Darwis, Peranan Saksi Korban Tindak Pidana Perkosaan pada Tingkat 

Penyidikan, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1, 2020, hlm. 3, http://ejurnal.untag-

smd.ac.id/index.php/DD/article/view/4696 diakses pada 18 November 2022 
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bagi lingkung tinggal atas kekurangannya, sehingga, ketika anak-anak 

penyandang disabilitas tersebut menjadi korban tindak pidana kekerasan 

seksual, keluarga memilih untuk diam demi menghindari justifikasi oleh 

masyarakat tempat tinggalnya.10 

Kasus perkosaan terhadap anak disabilitas pernah terjadi di Kota 

Bogor, dilansir dari Kompas.com,11 seorang remaja putri (inisial R) yang 

berusia 13 tahun dan merupakan penyandang disabilitas menjadi korban 

pemerkosaan di sebuah taman di dalam Perumahan Vila Bogor Indah, Bogor 

Utara, Kota Bogor. Korban yang saat itu sedang berjalan kaki dalam 

perjalanan pulang menuju ke rumahnya selepas mengambil handphone 

miliknya yang tertinggal di klinik tak jauh dari taman perumahan tempat 

tinggalnya dihampiri oleh empat orang pelaku yang mengajaknya berkenalan 

dan nongkrong di sekitar danau. Korban kemudian dirayu dan dipeluk oleh 

salah satu pria yang kemudian korban ditarik ke rumput lalu diperkosa. 

Orangtua korban sempat mencari keberadaan korban, namun hingga 

tengah malam, keberadaan korban tidak ditemukan. Hingga akhirnya korban 

pulang seorang diri ke rumah sekitar pukul 05.20 WIB kemudian mengadukan 

hal yang dialaminya. Kasus yang menimpa sang anak kemudian dilaporkan ke 

pihak kepolisian di mana selanjutnya pelaku pemerkosaan dapat diidentifikasi 

yakni pria inisial AJ (23), seorang sekuriti sebuah perumahan di Kota Bogor. 

 
10 Deti Mega Purnamasari, Menteri PPPA: Kekerasan Seksual Sering Dianggap Aib, 

Kompas.com, 2020, https://nasional.kompas.com/read/2020/09/08/13400101/menteri-pppa-

kekerasan-seksual-sering-dianggap-aib diakses pada 07 Januari 2024 
11 Ramdhan Triyadi Bempah, Polisi Tangkap Pemerkosa Gadis Penyandang Disabilitas di 

Bogor, Kompas.com, 2022, https://megapolitan.kompas.com/read/2022/09/06/19235751/polisi-

tangkap-pemerkosa-gadis-penyandang-disabilitas-di-bogor?page=all diakses 1 November  2022. 
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Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 

76E UU Perlindungan Anak dengan hukuman penjara paling singkat 5 tahun 

dan maksimal 15 tahun dan/atau denda maksimal Rp 5 miliar.12 

Pada kasus yang terjadi di kota bogor tersebut, menjadi gambaran 

bahwasanya memang ada peristiwa-peristiwa serupa yang telah terjadi di 

Indonesia. Sayangnya kasus kekerasan seksual seringkali dianggap aib, dan 

ditutup-tutupi yang membuat kasus-kasus demikian menjadi sukar ditemukan 

baik karena memang dirahasiakan ataupun memang tidak adanya laporan..13 

Kehadiran kasus yang menimpa individu dewasa seringkali dipandang sebagai 

suatu insiden yang memalukan, maka tantangan yang lebih besar ketika anak-

anak terlibat sebagai korban, terutama apabila anak tersebut ternyata 

mengalami disabilitas. 

Berdasarkan data tersebut, kita memahami betapa pentingnya 

kesadaran akan seriusnya masalah kekerasan seksual terhadap anak dan 

perempuan di Indonesia. Kasus-kasus ini tidak hanya melibatkan korban yang 

berstatus normal, tetapi juga menyangkut penyandang disabilitas yang 

menjadi kelompok rentan terhadap kekerasan seksual. Perlindungan terhadap 

anak merupakan indikator penting dari peradaban manusia dalam suatu 

masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, sebagai manusia yang 

berupaya menjadi bagian dari peradaban yang berkembang, kita memiliki 

 
12 Indonesia, Undang-undang Perlindungan Anak, UU No. 35 Tahun 2014, LN No. 297 

Tahun 2014, TLN No. 5606, Pasal 76E 
13 Deti Mega Purnamasari, Menteri PPPA: Kekerasan Seksual Sering Dianggap Aib, 

Kompas.com, 2020, https://nasional.kompas.com/read/2020/09/08/13400101/menteri-pppa-

kekerasan-seksual-sering-dianggap-aib diakses pada 8 Desember 2022 
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kewajiban untuk memastikan perlindungan anak, karena merekalah generasi 

penerus bangsa. Kasus tersebut menunjukkan perlunya perhatian ekstra 

terhadap kekerasan seksual, dengan mengutamakan kepentingan korban. 

Seluruh pihak, mulai dari keluarga, masyarakat, hingga aparatur 

penegak hukum, dihadapkan pada tantangan dalam mengungkap kasus-kasus 

yang melibatkan anak-anak penyandang disabilitas sebagai korban tindak 

pidana. Peran mereka tidak hanya terbatas pada pengungkapan penyebab 

kasus, tetapi juga memberikan perlindungan kepada korban. Diperlukan 

penekanan pada aspek ancaman dan penegakan sanksi terhadap pelaku tindak 

pidana kekerasan seksual sebagai langkah penting dalam menangani kasus ini 

secara efektif.14 Oleh karena itu, perlu adanya pengembangan ilmu tentang 

korban atau viktimologi yang memberikan kontribusi pengetahuan yang 

komprehensif mengenai korban serta dampak yang ditimbulkannya.  

Perlindungan hukum terhadap korban selama ini bergantung pada 

KUHP sebagai sumber hukum utama. Namun, KUHP belum secara jelas 

mengatur ketentuan yang secara spesifik memberikan perlindungan langsung 

kepada korban, baik yang memiliki disabilitas maupun tidak. Contohnya, 

dalam hal penjatuhan pidana, belum ada pertimbangan yang memperhitungkan 

dampak tindak pidana terhadap korban atau keluarganya. Selain itu, KUHP 

juga belum mengatur jenis restitusi yang dapat memberikan manfaat yang 

signifikan bagi korban dan keluarganya. 

 
14 Desi Amalia & Henny Yuningsih, Penerapan Pidana Tambahan Pengumuman Identitas 

Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Lex LATA Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol. 2 No. 2, 

2020, hlm 724, http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/1014/457 diakses pada 9 

Desember 2022 
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KUHP menganut aliran neoklasik, yang mengakui adanya faktor-

faktor yang dapat meringankan pidana, seperti kondisi fisik, lingkungan, dan 

mental pelaku. Selain itu, dalam kasus tertentu, seperti keadaan jiwa yang 

cacat (gila), ada kemungkinan pidana yang lebih ringan dengan 

pertanggungjawaban sebagian. Namun demikian, regulasi dalam KUHP lebih 

berfokus pada pelaku daripada korban, meskipun korbanlah yang sebenarnya 

menderita akibat tindakan pelaku. Oleh karena itu, perlindungan terhadap 

korban, terutama mereka yang memiliki kebutuhan khusus, harus diatur secara 

tegas dalam KUHP.15 

Hak Anak penyandang disabilitas telah dituangkan dalam peraturan 

perundang-undangan, adanya Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2002 

yang kini dirubah dengan Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2016 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, menjadi dasar 

hukum yang menjamin adanya perlidungan pada anak terhadap hak-haknya, 

serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 

Sampai saat ini belum juga didapati adanya suatu regulasi yang secara 

khusus membahas keseluruhan tentang perlindungan anak penyandang 

disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual yang dalam hal ini 

termasuk tindak pidana perkosaan.16 Kajian viktimologi diperlukan guna 

 
 15 Maya Indah, Perlindungan Korban Suatu Perspektif Victimologi dan Kriminologi, 

Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2014, hlm 7 
16 Nadila Purnama Sari, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani, 

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual, 
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mencapai efektivitas dalam memberikan pelayanan dan upaya perlindungan 

dalam penyelesaian perkara tindak pidana perkosaan yang dialami anak 

penyandang disabilitas di mana tentunya membutuhkan pelayanan yang lebih 

daripada anak-anak normal.   

Demikian, berdasarkan hal-hal yang disampaikan di atas, makan 

penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul: 

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DISABILITAS 

KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN 

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah ditujukan sebagai pengarah bagi penulis akan hal-hal apa 

saja yang diteliti. Adapun rumusan permasalahannya adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas 

sebagai korban tindak pidana perkosaan dalam sistem hukum pidana 

Indonesia? 

2. Faktor apa yang menyebabkan anak penyandang disabilitas menjadi 

korban tindak pidana perkosaaan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan: 

 
Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 2, No. 2, 2021, hlm. 363, https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/ 

index.php/ juprehum/article/view/3338 diakses pada 8 Desember 2022 
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1. Mengetahui perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas 

yang menjadi korban tindak pidana perkosaaan dalam sistem hukum 

pidana Indonesia. 

2. Mengetahui dan menganalisis faktor yang menyebabkan anak penyandang 

disabilitas menjadi korban tindak pidana perkosaaan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Atas tujuan yang telah dijelaskan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

berbagai manfaat, antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharap akan memberi manfaat dalam hal menambah 

wawasan keilmuan penulis dan pembaca dari perlindungan hukum 

terhadap anak penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana 

perkosaan. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharap akan dapat memberikan manfaat bagi semua 

pihak. Untuk masyarakat umum penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

pendorong pemikiran kritis dalam menanggapi permasalahan baik 

mencegah serta melindungi anak penyandang disabilitas yang menjadi 

korban tindak pidana perkosaan. Bagi aparatur penegak hukum penelitian 

ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran serta pertimbangan 

dalam pencegahan dan atau segala hal terkait penyelesaian perkara yang 
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menyangkut anak penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak 

pidana perkosaan di Indonesia. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ditujukan untuk pembahasan yang terlalu 

luas atau menyimpang dari permasalahan yang diangkat. Penelitian ini hanya 

sebatas tinjauan perlindungan hukum terkait anak penyandang disabilitas yang 

menjadi korban atas tindak pidana perkosaan. 

 

F. Kerangka Teori 

1. Teori Perlindungan Hukum 

 Terminologi perlindungan hukum beranjak dari dua kata yang 

digabungkan yakni perlindungan yang dapat diartikan sabagai tempat 

berlindung atau perbuatan melindungi dan hukum dengan artian suatu 

aturan atau adat yang dianggap mengikat secara resmi lewat keputusan 

yang dikeluarkan oleh penguasa atau pemerintah. Perlindungan hukum 

dapat diartikan sepagai suatu upaya untuk melindungi lewat adanya 

peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah atau penguasa.17 Warga negara 

diberi jaminan perlindungan terhadap hak-haknya. 

Jaminan perlindungan hukum di Indonesia tertuang dengan jelas 

pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwasanya  setiap 

orang berhak diakui serta mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang 

 
17 Hukumonline, Perlindungan Hukum: Pengertian, Teori, Contoh, dan Cara 

Memperolehnya, Hukumonline.com, 2022, https://www.hukumonline.com/ berita/a/perlindungan-

hukum-lt61a8a59ce8062 diakses pada 2 Oktober 2022 
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sama di mata hukum. Turunan amanat dari undang-undang dasar ini dapat 

dilihat pada rumusan-rumusan peraturan perundang-undangan dan 

kebijakan yang ada. Salah satunya upaya perlindungan hukum terhadap 

anak yang diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2016 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-

Undang. 

Upaya perlindungan bisa dikatakan sebagai perlindungan hukum 

jika memuat unsur-unsur yang antara lain:18 

a. Pemerintah memberikan jaminan pelindungan kepada warga negara 

b. Adanya jaminan akan kepastian hukum 

c. Jaminan perlindungan yang diberikan berkenaan dengan hak-hak 

warga negara 

d. Terdapat ancaman sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelanggar 

 

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu 

perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. 

a. Perlindungan hukum preventif. Etimologi preventif berangkat dari 

bahasa latin pravenire yang berarti mencegah atau antisipasi terjadinya 

 
18 Mufrikhatul Ulya, Makna Perlindungan Hukum, unnes.ac.id, 2020, 

https://blog.unnes.ac.id/mufrikhatululya/2020/10/19/makna-perlindungan-hukum/ diakses pada 29 

Mei 2023 
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suatu hal.19 KBBI turut memberi pengertian yang sama. Adapun 

perlindungan hukum preventif kemudian dapat diartikan sebagai suatu 

bentuk/ upaya perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah sebelum 

dan atau guna mencegah terjadinya tindak kejahatan/ pelanggaran 

hukum, dilakukan dengan pengendalian sosial seperti memberikan 

penyuluhan, himbauan, anjuran maupun dengan menetapkan regulasi 

yang memuat larangan dan sanksi dalam bentuk peraturan perundang-

undangan. 

b. Perlindungan hukum represif. Merupakan upaya perlindungan yang 

dilakukan di akhir atau setelah terjadinya tindak pidana, bentuk 

perlindungan yang dilakukan adalah dengan penjatuhan sanksi kepada 

pelaku baik berupa denda atau ganti kerugian kepada korban. 

 

2. Teori Viktimologi 

Terminologi Viktimologi berasal dari kata victim/victima yang 

berarti korban dan logos yang berarti ilmu pengetahuan.20 Sederhananya 

viktimologi merupakan suatu bidang ilmu pengetahuan tentang korban 

kejahatan yang didalamnya membahas secara menyeluruh terhadap 

korban, karakteristik fisik maupun psikologis. 

Viktimologi menjadi ilmu yang membantu peneliti dalam 

memahami sudut pandang korban dalam menjawab pertanyaan mengapa 

 
19 Hukumonline, Upaya Preventif dan Represif dalam Penegakan Hukum, 

Hukumonline.com, 2023, https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-dan-represif-

dalam-penegakan-hukum-lt63e0813b74769 diakses pada 3 April 2023 
20 Bambang Waluyo, Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi, cetakan pertama, 

Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm 9 
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seseorang dapat menjadi korban. Viktimologi dalam menjawab pertanyaan 

tersebut membagi korban berdasar jenis dan karakteristik penyebab atau 

dikenal dengan tipologi korban kejahatan. Tipologi ini melihat dari sudut 

pandang keadaan atau intensitas keterlibatan korban atas timbulnya 

kejahatan yang menimpa dirinya, yang menurut Steven Scahfer 

diantaranya:21 

a. Unrelated Victims, ialah korban yang tidak mempunyai hubungan   

apapun dengan pelaku kejahatan sampai ia menjadi korban kejahatan 

tersebut. 

b. Provocative Victims, ialah korban atas suatu perbuatannya terhadap 

pelaku kejahatan yang kemudian memicu terjadinya kejahatan 

terhadap mereka. 

c. Participating victims, ialah korban  yang  tanpa  sadar  memicu pelaku  

untuk  berbuat  jahat terdahap dirinya. 

d. Biologically Weak Victims, ialah korban dengan ciri fisik maupun 

psikis yang dianggap lemah sehingga memicu pelaku untuk melakukan  

kejahatan terhadapnya. 

e. Socially Weak Victims, merupakan korban yang tidak diperhatikan oleh 

masyarakat, seperti gelandangan, imigran dan sebagainya. 

f. Self-Victimizing Victims, ialah korban atas kejahatan yang 

dilakukannya sendiri, seperti pecandu narkotika, judi, dan sebagainya. 

 
21 Mohammad Nurul Huda, Korban dalam Perspektif Viktimologi, VOICE JUSTISIA: 

Jurnal Hukum dan Keadilan Vol. 6 Nno.1, 2022, hlm. 68-69, https://www.journal.uim.ac.id/index. 

php/justisia/article/view/1526 diakses pada 15 Maret 2023 
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Political Victims, ialah mereka  yang  menderita  karena  lawan  

politiknya.  

 

G. Metode Penelitian 

Metode penelitian umumnya dapat dikatakan sebagai suatu kegiatan 

ilmiah atau penelitian berdasarkan ilmu pengetahuan atau teori yang terencana 

dan sistematis dengan memperhatikan waktu, situasi serta kondisi atas data 

juga tempat di mana data tersebut diteliti guna mencapai tujuan tertentu baik 

praktis maupun teoritis.22  

1. Jenis Penelitian  

Jenis daripada penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris. 

Metode ini menggabungkan pendekatan normatif dan data empiris dalam 

menganalisis permasalahan hukum yang diteliti. Metode penelitian 

normatif merupakan penelitian yang mengkaji penerapan ketentuan hukum 

positif, sedangkan metode penelitian empiris sering juga dikenal sebagai 

penelitian lapangan. Penelitian ini umumnya bermula dari data primer dan 

didukung oleh data sekunder, seperti studi empiris, untuk mengembangkan 

teori tentang perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas 

yang menjadi korban tindak pidana pelecehan seksual.23 

 

 
22 J.R. Raco, Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya,  

Jakarta, PT Grasindo, 2010, hlm 5 
23 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitiaan Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta, Rineka 

Cipta, 2012, hlm 126 
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2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian bertujuan guna mendapatkan uraian 

informasi atas permasalahan yang diteliti. pendekatan penelitian yang 

dipergunakan penulis  dalam menjawab pemasalahan hukum yang diteliti 

yakni model pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan 

menganalisis peraturan perundang-undangan yang dianggap berkaitan 

terhadap permasalahan yang diangkat dengan memperhatikan struktur 

hierarki dari peraturan perundang-undangan tersebut, misalnya 

memperhatikan apakah suatu norma dalam perundang-undangan yang 

dipergunakan bersifat khusus atau umum.24 Penelitian ini menggunakan 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang (UU) No. 

11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang 

(UU) No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-undang 

(UU) Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak Menjadi Undang-Undang dan segala peraturan perundang-undangan 

lainnya yang dianggap berkaitan dengan permasalahan yang diangkat. 

Selain pendekatan perundang-undangan, penelitian ini juga menggunakan 

model pendekatan sosiologis (socio legal approach) atau model 

 
24 Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, Pamulang, Unpam Press, 2018, hlm 82-83 
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pendekatan yang menganalisis reaksi dan interaksi yang terjadi sebagai 

akibat dari diterapkannya suatu norma hukum dalam masyarakat.25 

 

3. Sumber Data 

Data dalam penelitian hukum empiris terbagi menjadi dua jenis 

data yakni data primer dan data sekunder. 

a. Data primer 

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil 

penelitian lapangan (empiris) dengan model wawancara langsung 

terhadap narasumber yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan 

informasi yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan pokok 

permasalahan serta tujuan penulisan, yakni Kepala dan/ atau staff 

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim 

Polrestabes Palembang. 

b. Data sekunder 

Data sekunder merupakan data dari berbagai sumber atau 

media perantara yang secara tidak langsung memberikan data 

kepada pengumpul data.26 Data sekunder dalam penelitian ini 

berupa bahan-bahan hasil penelusuran kepustakaan seperti dari 

buku, literatur maupun dokumen-dokumen terkait dengan pokok 

permasalahan yang diteliti, diantaranya meliputi:  

 
25 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram, Mataram University Press, 2020, hlm 

87 
26 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung, Alfabeta, 

2017, hlm 193 
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1) Bahan Hukum Primer 

Ialah bahan hukum yang mengikat seperti peraturan 

perundang-undangan dan atau putusan hakim yang berkaitan 

dengan aspek permasalahan yang diteliti, diantaranya: 

a) Undang-Undang (UU) No.1 Tahun 1946 Jo. Undang-

Undang (UU) No. 73 Tahun 1958 tentang Peraturan 

Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1958 Nomor 127, Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana. 

b) Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332. 

c) Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 2014 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 

Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5602. 

d) Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 2016 tentang 

Penyandang Disabilitas. Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5871. 
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e) Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2016 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016. 

Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5946. 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Ialah bahan hukum yang berfungsi sebagai penjelas 

daripada bahan hukum primer, yang didapat dari buku atau 

tulisan ilmiah hasil penelitian atau pendapat para sarjana 

hukum.27 

3) Bahan Hukum Tersier 

Ialah bahan hukum yang mengandung bahan hukum primer 

serta sekunder seperti Kamus hukum, KBBI, Ensiklopedia dan 

lain sebagainya. 

 

4. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang dipilih guna mencari data-data yang 

dibutuhkan dalam proses penyelesaian penelitan hukum ini adalah Unit 

Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polrestabes 

 
27 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan 

Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 13 
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Palembang yang beralamat di Jakabaring, Jl. Gub H Bastari, 8 Ulu, 

Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30111 dengan 

pertimbangan kesesuaian lokasi pilihan dengan topik permasalahan yang 

peneliti angkat. 

 

5. Populasi dan Sampel 

Populasi merupakan keseluruhan elemen baik individu atau objek 

dalam suatu wilayah dengan ciri karakter tertentu yang menjadi fokus dari 

suatu penelitian, sedangkan sampel merupakan sebagian karakter yang 

mewakili populasi yang akan diteliti.28 

a. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah Unit Perlindungan 

Perempuan dan Anak Satreskrim Polrestabes Palembang. 

b. Sampel 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini dipilih 

berdasarkan teknik purposive sampling atau penentuan sampel 

berdasarkan pertimbangan tertentu yakni kebutuhan narasumber 

dengan pengetahuan, pengalaman, dan informasi yang dapat 

dipertanggungjawabkan sesuai dengan pokok permasalahan serta 

tujuan penulisan. Adapun sampel yang dianggap sesuai dalam 

penelitian ini yakni: 

 
28 Ulfah Hernaeny, et.al., Pengantar Statistika 1, Bandung, Media Sains Indonesia, 2021, 

hlm. 35-36 
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1) Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) 

Satreskrim Polrestabes Palembang dan/ atau 

2) staff dan/ atau pihak yang berkaitan dengan perkara tindak 

pidana perkosaan terhadap anak penyandang disabilitas.  

 

6. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penulisan ini 

antara lain: 

a. Wawancara 

Wawancara  merupakan  teknik  pengumpulan  data  yang 

dilakukan langsung di lapangan guna memperoleh data primer.29 

Wawancara dilakukan ketika narasumber dan peneliti bertemu 

dalam satu situasi guna mendapatkan informasi.30 Wawancara 

dilakukan lewat interaksi tanya jawab secara langsung antara 

peneliti dengan narasumber atau informan yang memiliki 

pengetahuan, pengalaman, maupun segala hal yang dibutuhkan 

peneliti atas topik penelitian yang diangkat.31 

b. Studi Dokumen 

Data yang diperoleh merupakan data hasil penelitian 

kepustakaan atau library research yang bersumber dari data 

 
29 Sahat Maruli, Kebijakan Kriminal dalam Penegakan Hukum untuk Mewujudkan 

Keadilan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Res Nullius Law Journal, Vol. 1 No.1, 2019, hlm. 

30, https://ojs.unikom.ac.id/ index.php/law/article/view/2492 diakses pada  19 November 2022 
30 Mita Rosaliza, Wawancara, Sebuah interaksi komunikasi dalam penelitian kualitatif, 

Jurnal Ilmu Budaya, Vol. 11 No. 2, 2015, hlm 74, http://journal.unilak.ac.id/index.php/ 

jib/article/view/1099 diakses pada 19 November 2022 
31 Muhaimin, Op. Cit, hlm. 95-96 
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sekunder yakni literatur serta buku-buku ilmiah dan sumber 

lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diangkat. 

 

7. Teknik Analisis Data 

Bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis dan dikelola 

sedemikian rupa secara deskriptif kualitatif di mana hasil analisis nantinya 

dapat memberikan gambaran atau pemaparan yang jelas atas permasalahan 

hukum yang diangkat.32  

 

8. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan 

dianalisis secara keseluruhan agar sesuai dengan permasalahan hukum 

yang diteliti. Penelitian hukum dalam penelitian ini menggunakan model 

penarikan kesimpulan deduktif yang menarik kesimpulan dari 

permasalahan yang bersifat umum kemudian diterapkan terhadap 

permasalahan konkrit atas permasalahan hukum yang dihadapi.33 

  

 
32 Ibid, hlm. 105-106 
33 Ibid, hlm. 108 
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Ramdhan Triyadi Bempah, 2022, Polisi Tangkap Pemerkosa Gadis 

Penyandang Disabilitas di Bogor, Kompas.com, 

https://megapolitan.kompas.com/read/ 2022/09/06/19235751/polisi-

tangkap-pemerkosa-gadis-penyandang-disabilitas-di-bogor?page=all 

diakses 1 November  2022 

 

Sekar Ghandawangi, 2023, Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Dimulai 

dari Pendataan, kompas.id, https://www.kompas.id/baca/humaniora/20 

23/01/03/pemberdayaan-penyandang-disabilitas-dimulai-dari-

pendataan diakses pada 31 Maret 2023 

 

Violenceagainstchildren, 2023, Children with Disabilities, Violenceagainst 

children.un.org, https://violenceagainstchildren.un.org/content/children 

-disabilities diakses pada 30 Desember 2023 

 

E. Wawancara 

 

Wawancara dengan Ibu Ipda Cici Maretri Sianipar, S.Tr.K Kanit PPA 

Satreskrim Polrestabes Kota Palembang pada tanggal 24 Juli 2023 

  


